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ABSTRAK

Bentuk hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja mempunyai
hubungan yang saling bergantungan. Dalam hubungan ini terdapat ketimpangan
bargaining position antara pekerja dengan pemberi kerja sehingga diperlukan
campur tangan pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja. Atas hal tersebut
pemerintah membentuk regulasi yang mengharuskan pekerja dan pemberi kerja
untuk membuat perjanjian kerja bersama. Adapun penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta pendekatan
sinkronisasi hukum. Hasil penelitian mendapati bahwa secara historis belum ada
pengaturan yang jelas mengenai jalan keluar terhadap perjanjian kerja bersama
yang habis masa berlakunya dan perjanjian kerja bersama yang baru belum
disepakati atau disahkan, baik menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan
serta Pembuatan..dan Pendaftaran | 'Perjanjian Kerja Bersama..dan Pasal 123
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibat hukum
dari perpanjangan pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama yang telah habis masa
berlakunya adalah tetap sah dalam pemberlakuannya karena dalam
pelaksanaannya sesuai dengan aturan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
28 Tahun 2014. Namun hal ini akan menimbulkan potensi permasalahan dalam
pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama yang akan menyebabkan ketidakpastian
hukum. Hal ini akan menimbulkan perlindungan hukum yang lemah bagi para
pekerja maupun pengusaha karena tidak adanya kejelasan mengenai batas
maksimal pemberlakuan perjanjian kerja bersama yang habis masa berlakunya,
serta mengakibatkan terdegradasinya penjaminan hak dan perlindungan bagi
pekerja. Ketidakpastian ini menandakan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi
dalam pengaturan terkait dengan Perjanjian Kerja Bersama dan apabila terdapat
perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Bersama
maka diselesaikan dengan cepat dan efektif sesual dengan asas penyelesaian
perselisihan itu sendiri.
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